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35%
anak-anak penyandang 

disabilitas belum
pernah mendapatkan 

pendidikan 
formal

Hingga 205.000
anak penyandang disabilitas di 
Indonesia dan 2.329 sekolah 
berkebutuhan khusus
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Anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan 
pendidikan yang lebih terarah
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Kepemilikan akses ke Jaminan Kesehatan Nasional akan 
membuat penyandang disabilitas lebih terlindungi
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Akses yang memadai terhadap infrastruktur berkualitas 
dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup 
penyandang disabilitas serta mengurangi risiko penyakit

Secara umum, dari rumah tangga yang beranggotakan penyandang disabilitas:

AKSES KE PERUMAHAN,
AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK

tidak memiliki akses ke air minum bersih

tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak
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Lingkungan kerja yang inklusif dan sadar gender perlu terus 
didorong demi meningkatkan kesempatan yang sama luasnya 
untuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas menuju 
inklusi ekonomi dan perlindungan sosial menyeluruh (universal 
social protection)
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PEKERJAAN DAN
EKONOMI INKLUSIF
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Peningkatan layanan pencatatan sipil dapat membantu 
penyandang disabilitas memperoleh dokumen penting yang 
akan memudahkan akses mereka terhadap layanan dasar

PENCATATAN
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MENJEMBATANI KESENJANGAN 
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Data menunjukkan pentingnya kebijakan dan infrastruktur
yang tepat sasaran untuk meningkatkan akses penyandang 
disabilitas di Indonesia terhadap pendidikan, layanan 
kesehatan, air bersih, sanitasi, dan pekerjaan formal. Upaya 
pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan 
gender juga menjadi prioritas yang mendesak. Selain itu,
layanan pencatatan sipil yang inklusif bagi seluruh lapisan 
masyarakat dapat memperluas akses terhadap layanan 
dasar bagi penyandang disabilitas

Semua angka merujuk pada penyandang disabilitas sedang hingga berat. 
Orang dengan disabilitas sedang hingga berat mungkin mengalami tantangan 
seperti gangguan penglihatan atau pendengaran meskipun dengan alat bantu, 
tantangan bergerak atau mobilitas, kesulitan dalam menggunakan tangan atau 
jari, keterbatasan belajar atau intelektual, kesulitan berperilaku, gangguan 
bicara atau komunikasi, kebutuhan perawatan pribadi, masalah memori atau 
konsentrasi, dan gangguan depresi.


